
 

 

 

 

 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 70 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang  : a bahwa harga satuan pokok kegiatan dan analisis 

standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas 

beban kerja dan biaya yang digunakan sebagai acuan 

dalam melaksanakan kegiatan dan belanja daerah;  

  b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan harga satuan 

pokok kegiatan dan analisis standar belanja:  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan 

dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1166); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung 

Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2021 Nomor 49); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK 

KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN 

BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja 

adalah standar yang digunakan untuk menganalisa 

kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

untuk satu tahun anggaran. 

6. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan 

berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Aktivitas ASB, 

Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit 

kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. 
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BAB II 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR 

BELANJA  

Pasal 2 

(1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat 

Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal 

kegiatan berdasarkan aktivitas Analisis Standar Belanja, 

komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

(2) Penerapan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar 

Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas 

dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan 

aktivitas Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, 

rincinan komponen, volume dan unit. 

 

Pasal 3 

Harga Satuan Pokok Kegiatan tercantum dalam lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 4 

(1) Analisis Standar Belanja terdiri atas: 

a. konstruksi; dan 

b. non konstruksi. 

(2) Aktivitas Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, 

rincian komponen, volume dan unit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi dan tidak dapat 

ditambah. 

(3) Analisis Standar Belanja konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(4) Analisis Standar Belanja non konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(5) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum terakomodir 

dalam peraturan ini, kepala Perangkat Daerah dapat 

mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip 

efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

   

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 1 September 2021 

 

  BUPATI BANDUNG, 

  

 TTD 

  

  

 M. DADANG SUPRIATNA 

  

 

Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal 1 September 2021 

 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

                  TTD  

  

         CAKRA AMIYANA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 70 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19740717 199803 1 003 
 

 


